
 
 

BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR  15  TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BARITO UTARA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran 

Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana 

Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap 

Kelurahan Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 46); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Barito  Utara  

Tahun  2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 5); 

  9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 

2019  Nomor 33); 



MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA 

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan    

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat 

Kecamatan. 

4. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya      

disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan   

pendanaan bagi kelurahan  di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari   

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan    

sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat    

kelurahan. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

 

Pasal 2 

Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Rincian DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan di Daerah.  

 

Pasal 3 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD 

Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.660.000.000 (Tiga Milyar Enam 

Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). 

(2) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 10 

(sepuluh) Kelurahan di Kabupaten Barito Utara yang termasuk dalam kategori 

perlu ditingkatkan. 





LAMPIRAN : 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR   15   TAHUN 2020 

TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA 

ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN 

PENDANAAN KELURAHAN SETIAP 

KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

 
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO KELURAHAN KATEGORI 
ALOKASI DAU TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN (Rp) 

1 LAHEI I Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

2 LAHEI II Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

3 MONTALLAT I Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

4 MONTALLAT II Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

5 TUMPUNG LAUNG I Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

6 TUMPUNG LAUNG II Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

7 JAMBU Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

8 JINGAH Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

9 LANJAS Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

10 MELAYU Perlu Ditingkatkan Rp.366.000.000,- 

 
 

BUPATI BARITO UTARA 
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